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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAfiMH TINGKAT :’[‘INMAGEL‘.NG .
— NOMOR 4 TAHUN 1993

. TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MAGEIANG PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGEIANG

Menimbeng - : -&. bahwa untuk meningkstkan pertumbuh
an dan perkembangan perekonomian

Daerah, dalam rangka "pelaksenaan

otonomi Daerah yang nyata dan ber

‘tanggung jawab, diperlukan upaya

upaya dan usaha=-usaha untuk menam

_bah dan memupuk sumber pendapstan=

Daerah 1

'be bahwa penyertaan modal Dasrah g&i

’ maksud harus ditujukan pada usaha

usaha yang bersifat setrategis dan

dapat diharapkan manfaatnya Dbaik

dalam meningkatkan kegiatan pereke

nomian Daerah ataupun sebagal sa

lah satu sumber pendapatan Daerahg

0. bahwa dalam rangka pengélolaan ser

ta perkembangan usaha-usaha pening

katan penyertaan modal Daereh pada

pihak ketiga dipandang perlu di tu

angkan da_lmn Peraturan Daerah $

Aobahwas ....
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d, behwa berdasarkan Pasal 60 Undang-un

dang Nomor 5 Tahun 1974 tentang po

Xkok~pokok Pomerintahan ai Duersh, Pe

.merintah Daerah dapat melakukan uca

ha-usaha sebagai salah satu sumber -

pendapatan Daerah yang diatur dengan

Peraturan Daerah j .

e. bahwa dengan Peraturan Menteri dalem
Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 ‘

Oktober 1986 tentang. Penyertaan Mo

dal Daerah pada: Pihak Ketiga, %elah
diatur mengenal tata cara penyertsan

modal Daerah pada Pihak Ketiga ;

£, bahwa dalam rangka pengelolazn, pe

ningkatan serta perkembangan usaha -

usaha penyertaan modal Daerah pada

.. Pihak Ketiga, dipandang perlu éi &u
angkan, dan dmtuz- dengsn Peraturan~

« Daerah. S Si

Mengingat : 1, Undang-undang l_lgz';:r 5 Tahun 1974 ten
. tang Pokok-pokok Pemerintahan di Das

rah y .

2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 =

tentang pembentukan daerah-daerah Xa

bupaten dalam lingkungan Propinsi Ja .

wa Tengah y

3, Peraturan Pemerintah Nomox $ Tahun~

1975 tentang pengurusan, péertanggung

Jawaban dan pengawasan Keuangan Dae

rah y

4, Peraburan Pemerintah Nomor 6 Tahun

1975 tentang oara penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, pelak

sanaan tata usaha keuangan Daerah -

: dan Penyusunan Perhitungan Anggaran=
Pendapatan dan Belanja Daerah }
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5e Peraturan Montori Dalam Negerd Nomor 4 Tahun
1979 tentang Pengelolaan Barang Femerinteh -
Daorah $

6. Poraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 3 Tahun

1986 tentang Ponyortaan Modal Daornh poda P4

hak Ketigae

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ka

bupatea Dacrah Tingkat II Magelang.

HEMUTUSKAN

Henetapkan 3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DALRAH TING
KAT II MAGEIANG TENTANG PENYEIZAAN MO

DAL DAERAH PADA PTHAK KETIGA.

. BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

2. Daerzh adalah Ksbupaten Daerah Tingkat II Mage -

lang gy '

be Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Das

erah Tingkat II Magelang j

c. Bupati Kepala Dacrah adalah Bupati Kepala Daorah

Tingkat II Magelang |

d, Dewan Perwakilan $ Dacrah adalah Dewan Perwa

kilan Rakyat Daorah upaten Dacrah Tingkat IT -

Mogelang j

¢. Dinas Pondapatan Daeroh adalah Dinas Pendapatan -
Dacrch Kabupaten Daerah Tidgkat II l—gelnng 1

£. Modal Dacrah adalah'Kekayaan Daerah (yang bdolwm
dipisahkan) baik bermijud uang maupun barang yang

dapat dinilai dongan uang seperti tanah, bmx‘m
mosin-mesin, inventaris, surat-surat-berhares,

silitas dan hak-hak lainnya y

gePonyortaans ....
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8. Penyertaan Modal Daerah adalah sctiap usaha dalam

‘menyertakan Modal Daerah pada suatu usaha bersama

~dengan fihak ketiga, dan atau pemanfaatan modal Da

erah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan terten

tu g B

h, Pihak Ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan

atau perorangan yang beradadi luar Organisasi Peme

rintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat,Pemerin

4ah Daerah lainnya, Badan Usahd Milik Negara,Badan
Usahe Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasio -

nal dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum - .
Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertuju

an untuk meningkatkan pertumbuhan tingkat pereke-

nomian Daerah dan menambah Pendapatan Daerah,

(2) Untuk mencapai tujuan tersebut ayat (1) Pasal ini
Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilaksa

nakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusa-

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Dmah:pada Pihak Ketigu dapat dilak .
sanaken dengan cera 1

8, Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (FT) yang

. telah berbaden Hukum dan mempunyal prospek baik j

_b; SeBagal pendiri c_ialmn pembentukan Perseroan Terba
tas 3

s Kontrak Management,. kontrak produksi, kontrak bagl

. hasil ussha dan _kontrak bagl tompat usaha.
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Pasal 4

- '(1>)' Untuk melaksanakan pembelian ssham pada suatu Per
s seroan Terbatas, perlu disediskan dananya dalan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

(2) Setelah tersedia dana uhtuk pombelian saham seba
L gaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat diada-
“kan penjajagan torhadap Porseroan Terbatas yang

akan menjual saham untuk mendapatkan data informa

. si mengenal jenis dan harga saham dimaksud,

(3) Apabila Bupati Kepala Daerah menyetujul jenis -
dan harga saham sebagaimana dimeksud ayat (2) Pa

- . sal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan de

ngan Surat Koputusan Bupati Kepala Daersh fem -

“ tang pembelian saham dimaksud,

(4) Bupati Kopala Daersh monunjuk pejabat untuk ber
tindak mewakili Pemerintah Daerah dalam Pembelian

saham, F o

Pasal 5

(1) Setiap melakukan penyertaan Modal Daerah dalam
pembentukan Perseroan Terbatas diatur dan ditetap

kan dengan Peraturan Daerah. .

(2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud aya®

(1) Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar anfara -

“Bupati Kopala Daerah dan Pihakwpihak yang ikut da

. - ' lem pendirian Perseroan Terbatac.

(3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimeksud pada ayat
(2) Pasal ini, memuat materi Pokek :

a, Identitas masing-masing pihak j

be Jonis. dan nilai modal saham para pihak 1
0, Bidang usaha j

a, Perbandingan modal y

0. Hak,kowajiban dan sanksimsanksl j

£, Lein-lain yang diangggp perlus

Dipindai dengan CamScanner
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ii4)4 Bez‘dasfu“ Peraturan Daersh tentang Penyertaan Modal
Daerali dan Perjanjian Dasar scbagaimana dimaksud -
ayat (1) dan (3) ini, kemudian dibontuk Perseroan~
erbatas dengan Akta Notaris.

$5) Bupati Kepala: Daerah monunjuk Pojabat, yan g ber
tindak untuk dan atas nama Femerintah Daerah ber

sama~sama dengan Pihak Ketiga mendirikan Pergeroan

Terbatase :
i 2

Pasal 6

@) Penyprtaan Modal Daerah sebagaimana yang dimaksud-
Pasal 5 Peraturan Daersh ini yang dalam bentuk -
uang, dianggarkan dalam Arggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan -

Bupati Kepala Daerah,

:2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud Pasal

5 Peraturan Daerah ini yang dalam bentuk barang di -

tetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah se =

“telah 'mgn_d.apat'persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 3 i
Da e

Khusus bareng tidak bergerak, Keputusan Bupati Ke &
pala Daerah: dimaksud sebelum dilaksanakan perlu di -

mintakan.pengesahan Menteri Dalam Negeri.

#3) Kekayaan' Daérah yang tertanam dalam Perseroan Ter
...batapy merupakan kekayapan daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

1) Untuk mengadakan kontrak management, kontrak pro
duksi,konterak bagi keuntungan, kontrakm bagi ha
sil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasar -

ken Peraturan’Daerah ini, Bupati Kopala Daerah min
“%a “pergetujuan ‘torlebih dahulu dari Dewan Porwa

kilan Rakyat Daerah atas rencana kontrak dimaksud. -

i2) Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rak

yat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
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diadakan porjanjian box;smnabemsysi'at antara Bupa
N i Kepala Daereh dan Pihak'Ketiga yang bersang -

kutan yang memuat materi polkok :

2. Identibas masing-masing pihak 3
be Jenis dan nilai Modal darim Para Pi.ha.k i

c. Bidang Usaha ;

d. Jangke waktu perjanjian y

e, Hak dan Kewajiban serta sanksi-sanksi y
£. Iain-lain yang dianggap perlu.

. (3) Pelaksanaan kontrel Management, kontrak produked
¥ kontrak bagi keuntungan,kontrak bagi hasil uszha

dah kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimak

- sud perjanjian pada ayat (2) Pasal ini ditetap -
kan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerahs

yang berlaku setelah disyahkan Menteri Dalam Ne
geri,
Apabila Keputusan Bupati Kepala Daersh tersebut
tidak mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam

Negeri, perjanjian menjadi batal.

(4) Terhadap Surat.Keputusan Bupati Kepala Daerah di

maksud ayat (3) Pasal ini yang beplakunya kurang

deri 5 (1ima) tahun pengesshannya dilakukan oleh

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Mente

ri Dalam Negeri, dan pelaksanaannya dilaporkan —
-— kepada Menteri Dalam Negeri Cg. Direktur Jendral
PUOD,

9 - Pasal 8

(1) Untuk mela.ku.km penelitian terhadap barang yang

disertakan gebagai modal Daerah dalam pembentuk-

an Perseroan Terbatas dan atau menentukan nilai

barang Dacrah gerta imbalan pembayaran dan lain
lain dalam mempersiapkan, perjanjian kontrak ma

nagement, kontraek produksi, kontrak bagi keun -

-tungap kontrak bagi hasil usaha, dan kontrak ba

gl tempet usaha gebagaimana dimaksud Pasal 6 =
ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daersh -
ind-Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang

terdiri dari unsur-unsur :

Dipindai dengan CamScanner



a. Dinas Pendapatan Daerah j

b. Bagian Perokonomian .pada Sekrotariat Wilnyah/

Daerah $
-, Bagian Umum pada Sekrotariat Wilayah/Dacrah $

€. Bagian Kouangan xaeda Sekrotariat Wilayah/ Dae .
rah $

6. Bagian Hulum pada Sokrotariat Wilayah/Dacrah j
£, Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tingkat II Ma

gelang '3

g« Unsur Tenaga Ahli / Konsultan.

(2) Dinas Pendaratan Daerah merencanakan dan mengiku
ti perkembangan usaha-usaha penyertaan Modal Dae

reh pada Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan .—

Pendapatan Daerah,

(1) Bupati Kapala Daarah‘ melakuka.n pem‘binaan terha
, dap penyertaan Modal .Daerah pada pihak Katiga.

{2)nDalam melakukan pembinaan Sebagaimana dimaksud -
ayat (l? Pasal :I.ni Bupati Kepala Daerah dibantu
oleh Sekretariat Wflayah/qurah.

{3) Jika dianggap perlu Bupati:Kepala Daerah dapat
memberituk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksa
na yang nambnntu Pemerinteh Daerah, <

O

() picugan, oopentspts pan ZAbe i, Bedin Joneelgs
Bupnti Kepala Dacrch, bcrdu

ri DF_'lem Negeri, ”

.m*k:m Petunjuk Henie

Pansal 10

'1) Délem hal penyeébaan’ Hodal: Daerah .. pada suntu
Perseroen Terbatas maka untuk.mowakili Pomorin-
tah Daerah, Bupati Kepala Daecrah monunjuk P

bat yang akan duduk sebagei Anggota Dowan Komi

seris,jika berdasarkan jumloh saham yangs ......
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dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk

dalam Dewan Komisaris sesual dengan ketentuan

Peraturan Perundang=-undengan yang berlaku.

(2) Bupati Kepdla Daerah menunjuk Pojabat yang da

pat mewakili Daerah secara berkelanjutan un

tuk mengikuti peleksanaan kontrak management,

kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, -

kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagl tem

pat usaha.

(3) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Dacrah se
bagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini
adalsh pejabat yang memahami kewiraswastean -

secara frofesional dan bertanggung jawab kepa

da Bupati Kepala Daersh

BAB v

PENGAWASAN

. Pagal 11

(1) Bupati Kepaln Daerah berwenang mel... peng
awasan umum sehubungsn dengan penyertaan modal
Daerah pada Pihak Ketiga.

(2) Para Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah se

hubungen dengan penyertasn Modal Daersh pada

Pihak Ketiga sebagaimana Pasal 10 ayat (1) =

dan (2), menyampaikan laporan pelaksanaan tu

gasnye kepada Bupati Kepala Daerah secara ber

kala 4 (empat) bulan sekall,

(3) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporen pe
laksanean dan hasil penyertaan modal Daereh =

pada Pihak Ketiga di Daerahnya kepada Instan-

si-Atasan sekall dalam setahun.

BAB 'VI

HASIL USAHA

Pasal 12...
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" Pagal 12

agfion laba atau hasil usaha penyertaan Modal Daerah

al Pihak Ketiga yang menjadi hak Daeruh, yang dipe

-alah, selama Tahun Anggaran Perusahaah disetor ke -

te Daerah dan dimasukkan dalam AFED dalam tahun be
Metnya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

n)Semm ponyertnun modal Daerah pada Pihak Ketiga~
yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Dae

rah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan

lain-lein selanjutnya disesuaikan dengan kefen

tuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Q Untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimens @i

moksud ayat (1) Pasal ini dan melakukan inven

terisasi terhadap semua penyertaan modal Dasrsh

pade Pihak Ketiga, Kepala .Daerah membentuk tim.

BAB VIII

KETENTUAN - PENUYUP

Pasal 14

3= hal yang merupakan Pmtutnnbaerahmdi te
9_ oleh Bupati Kepala Dierahs

. Pagal 15

“agan berlekunye ‘Peraturan Daerah inl vidks semua ke
“afuen yang bertentangan dengan Peraturan Daerah -

i dinyataken tidak berlaku lagl.

anI J

Pasal 16. .....

Dipindai dengan CamScanner
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Pasal 16

Peraturan Daorah 1.n1 mulad hn-ldm pada tanggal ai
undangkan.

Agar mhp orang dapat mengetahuinya, memerintah -
kan pengundangannya Peraturan Daersh ini dengan pe

nempatannya dalam Lembaran Daerah.

Kota Mungkid, 24 Juli 1993

D.P.R.D: BUPATT KEPATA DAERAH TINGKA? II
KABUPATEN DATI II MAGEIANG M AGE LA N G

KETUA

tta tta

SUGIHARDIO “ MOHAMAD SOLIHIN.

ST

Age s NABNGII

& Dipindai dengan CamScanner



— - 127

DISAHKAN

iDengan Surat Koputusan Menterd Dalam Negeri ,

Nomor 573,33 - 344 3 Tanggal 29 Juni 1995

Divektoral Jenderal

“Pemerintalian Umum Dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daersh

4414 0

Drs. H.OMAN SACHRONT
1

NIP. 010054135

Diundangkan dalam . Lembaran Daerah

. Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

Némor 9 Tehun 1995 3 Tanggal 7 Juli 1995

Serie D , Nomor 8

Sekretaris Wilayah/Daersh

tta ¢

Dra, TJUK SUSTIO

NIP, 010 057 057

Dipindai dengan CamScanner
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PENJE ASAN

ATAS

PBMURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HAGEXAHGV
"NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

mm»u... MODAL DARRAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELANG PADA PIHAK KETIGA

.1. PENJELASAN UMUM 1

Sebagai.konsekwensi Hdari pelaksanaan prinsip oto

nomi Daerah nyata dan b #Bnggung Javsd Pemerintah -
Ksbupaten Daerah Tingkat II Magelang senantiasa mela

kukan be:r'o i upaya untuk menambah dan moningkatkan

pahn Dasralis .. -
St

Di-dalam Pasal 55 Und: Imhang Nomor 5 Tahun 1974tenteng Pokok-pokok’s'iflgm éfl ‘tehéir di Daerah &1 st
ken behwe sumber Pel “ Daerah Sendiri

1. Hesil Pajak Daerah ; .
2, Hesil Retrihusi Daerah j . b

Selanjutnya- Pagud D].Ind,ang undang Nomor 5 Tahun
1974 mengatakan ‘bahwa Pemeriniah Daerah dapat melaim

. kan useha-usaha untuk menambah sumber Pondnmm Dae

Pemoz-intah Kahupatsn Dagrah 'r;lnr.knt II Magelang
dalam upcya untuk meningketkan pertumbuhan perelke:

mian Dagrsh berusuha monambah , dan memupuk sumbex Pen

depatan Dacreh dongan mengadakan ugaha=uidha benda —

sorken Pasel-60 Undang-undsng Nomox $ Tahun 1974 yang ‘s

mepupakan salah sabu hasil wsaha Dagovah yang sah s0 o

bagaimena dhnaksud Pasal 55 zm(»,ku 4 Um!m...g No
mor, 5, Tehun, -

Scbelum

gerd Nomor

GAN

keluar h‘m w t o

EWNW Sl lioraan,
KABUPATEN v 11t i MAGELANG

.

Dipindai dengan CamScanner
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pengelolaan, pembinaan dan pengawasan penyertaan Hodal

Daerah dengan Pihak Ketiga, pelaksanaannya di Daerah

dan: Daerah Tingkat II lainnya masih beraneka ragam, -

hal ini disebabkan karena belum adanya landasan hukum

yang jelas sebagal-petunjuk pelaksanaan dari Pasal 60

Undang - undang Nomor 5 Tehun 1974 dimaksud,

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah ini ma

ka segala bentuk penyertaan Modal Daerah dengan Pihak

Ketiga yang telah dilaksanakan sebelum dikelusrkannya

Peraturan Daerah ini maupun yang akan dilaksanakan ke

mudian perlu disesuaikan dengan ketentuan yang terkan

dung dalam Peraturan Daerah ini yang pengaturannyz =
berdasarkan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 3 Tz
hun 1986 tentang Penyertaan Mmla.l Daerah pada Pihak

Ketigae

i pert an'yin-pertimbanga.n tersebut ai
..— perlu ditetapkan Peraturan Dae

xeh Kabupaten: Daerah Tingkat II Magelang yang menga -

tur tentang Penyarbaan Nodal Daerah Kabupaten Daersh

: Tingkat II Magelang pada Pihak Ketiga yang dijadikan—

landasan hulkum. dalam ” pelaksanaan I’enyez-\‘.aa.n Modal Dae

reh Pada Pihak Ketiga. gt 2

Segala ussha-udaha penyertaan modal Daersh peda B
hak Ketiga yang sudsh dilakukan sebelum ditetapkan Pe

raturan Daerah ini, ussha-usaha penyertaan modal Dae
reh dimaksud dinyatakan menjadi usaha-usaha penyertaan

modal daersh pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan-
Daergh ini,

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negri No

mor 3 Tehun 1986, maka ketentuan-ketentuan khususnys-
yeng mengatur mengenal tata cara pengguna usahaan ba

rang milik Daersh sebagaimana dimaksud dalem Bab V Pa

sel 35 sampal dengan Pasal 38 Peraturan Nenteri Dalem

Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengelo

laan Barang Pemerintah Daerah, dicabut dan tidak ber

laku lagi.

II,PENJEIASAN, .

»
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" II, PENJELASAN PASAL DEMI PASAT.

: Pasal 1 4 Cukup jelas.
- Pasal 2 . .3 Untuk monsukseskan pelakcanaan Penyer

£ wtaan Modal Daerahpada Pihak Ketiga da

o lam rangka meningkgtkan pertumbuhen -

AT 31 s perekonomian Daerah dan menambsh pen

dapatan Daersh, maka terhadap Pihek -

x & o e , Ketiga yang akan menjadl partner usaha

. i . Pemerintah Daerah perlu diperhatikan-~
5 ~bonafiditas partner sesual dengan bi

-'~ddng ussha yang bersangkutan,

: Cukup jelas.

: Pada prinsipnya pembeli saham oleh Pe

-merintaki‘Daerah pada siuatu Perseroan-

Terbatas, hanya dilakukan apebila de

“ngan-pembelian saham dimeksud benar-

bonar dapat diharapken meningkstkan -

“ pertumbuhan perekonomian Daersh dan

atau menaftbah pendapatan Daerzh.

Untuk melakukan pembelian sshem dari

Perseroan Terbatas, meka setelsh ter

- 3 4. . gedia dana dalam APBD serta disepeka=-

“—y ...+ i baik mengenai jenis maupun harga

: saham yang akan dibeli, pelaksanaan -

4 gelanjutnya dengan Surat Keputusan Bu

2 it i pati Kepala Daerah,

. . - - Bupati Kepdda Daerah dapat menunjuk -

“ Pejabat untuk melaksanakan pembelian-
T seham yang akan bertindak untuk dan

T aa ivotas .atas namh'Daersh, yang ditetapkan de

ngan Surat Keputusan Bupati Kepala Da

oreh,

: Untuk melakukan penyertaan Modal da

4 lam pendirian Perseroan Torbatas, per

lu diadakan terlebih dahulu Perjanji-

an Dagar (Basic Agreemont) antara Bu
pati Kepale Daerah den Para Pihak -

yang ikut dalam pendirian Perseroan -

Terbatas.
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Pasal 7

- 58 o

Berdasarkan Perjanjian Dasar dimaksud, ditetap
kan Peraturan Daersh Kebupaten Daersh Tingkat

II Magoleng tentang Penyertaan Modal Daersh da

lam Pendirian Perseroan Terbatas atau dengen

perkataan lain sebelum ditetapkan Peraturan Da

erah dimaksud, diadakan Perjanjien terlebih da

hulu antaxa Bupati Kepala Dacreh dan Pihak- pi

hak yang ikut sebagai pendiri Perseroan Terba~

tas, yang'dituangken dalom suatu Nagkah Porjon

%nlnm naskah -per;lan:lian dimaksud dicantumkan -
identitas para pihak, jenis dan nilai modal,~

perbandingan modal, bideng usaha, hak dan kewa

Jjiban senksi-sanksi dan lainelain yang diang -
perlu.

Apabila penyarta,an modal Daersh dimaksud dalam
bantuk uang, perlu disediakan dananya delam =

AFBD. dan pelaksansannya ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati Kepala Daerahe

Cukup jelas.

Untuk mengadakan kontrak ma.nagement kontrak -
produksi,kontrak bagi keuntungan kontrak ha

sil ussha dan atau kontrak-bagi tempat useha~
perlu mendapat persetujuafi lebih dahulu da
ri DPRD atasirendana kontrak dimaksud dengan
Surat Keputusan DPRD, kemudian diadakan perjan

jian/kontrak antara P:Lha.k Daerah dan Pihak Ke

tiga, Berdasarkan ‘perjanjian/kontrak tersebut
di atas dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Ke

pala Daerah tentang Perjanjian/kontrak terse
but dan baru dapat dilaksanakan setelah menda
pat pengesahan Menterl Dalam Negeri.

Pengertian s

e.Kontrak Management, di mana Daerah mempuny&i

m odal dalam bentuk barang untuk suatu usaha

komersial, sedang pengelolaannya dilakukan =

oleh Pihak Ketiga, dengan kotentuan bahwa pi

hak Ketiga akan menerima imbalan atas jasa =

nya yang diperhitungkan dorxi hasil usaha di.e
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. maksud dan hul M;u dituangkan dalam Naahh PerJan

Jian,

b, Kontrak produkai, di mana Daerah m«npunyni modal

dalam bentuk barang untuk puatu ussha komersial,-

sedang pengelolaannyadilakukan oleh Pihak Ketiga -

dengan ketentuan antara lain 1

&, Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan -
atau modal kerja.

Kelancaran jalannya ussha ' menjadi tanggungjawsb
Pihak Ketiga.

b.Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang

(royalty) kepada Pihak Pemerintah Deorash sesual
dengan Perjanjian,

c,Untung rugi dalam berusaha menjadi tmggmfi;mb

Pihak Ketiga.

£e - Kontrak bagi keuntungan, dimana Daersh mempunyai-~

modal dalam bentuk barang dan atau hak atau barang
untuk usaha komersial, sedang pengelolaannye &i la
kukan oleh Pihak Ketige dengan ketentuan antara la

in :

2.Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi-
dan atau model kerja.’

b.Xelancaran jalannya uscha menjadi tanggung jawab

Pihak Kotigae

c.Hagil usaha atan ksuntungnn dibagi antara Pihak

Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga,sosuai dengan

prosentaso yang ditetapkan dalam perjanjiang

d, Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Keti
ga mengiventarisir: terlebih dahulu modal, peralatan

dan lain-lain serana yang diperlukan, sehinggga =

usaha dimaksud mampu berproduksi dan beroperasi.Te
ngelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Da

erah Cq,Badan Pengelola, Hasil usaha yang berupa-

barang-barang produkpi dibagi antara Pihak Pemerin

“""""“'faH Daerah dan Pihak Ketiga sesual dengan prosenta
se yang ditetapkan dalam perjanjian,
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6e Kontrak bagi tempat usaha. dalam hal ini Daerah mem

punyai . sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolac '
an (HPL) dan memingkinkan untuk mendirikan tempat'

uscha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada

Pihok Ketiga dengan persyaratan yang saling mengun

tungkan ¢

a. Semua biaya penyelesalan bangunan tempat usaha

dimaksud menjadi tanggung Jawab Pihak Kotigae

be Scbegian dari tempat ussha yang sudah dibangun = = ' .

dimanfaatkan atau dikelola Pihok Ketiga, sedang

yang sebagian. lainnya dimanfaatkan dan afau di

tentuken -statusnya oleh Pihak Pemerintsh Daersh.

: & Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga -

tersebut diberikan sertifikat. Hak Guna Bangunan

( HGB ) di atas tanah ( HPL ),

de Bangunan yeng dibangun tersebut masuk dalam _.,in:,
ventarisir Daerah.

e. Kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh un
tuk mengelola bagian gedung tersebut seumur HGB

yang diberikan.

Ze Seluruh ‘bangunan tersebut menjadi milik Daerah
..setelah berakhir HGB yang bersangkutan.

Pasal 8 3 Gukup jelas,

Pasal 9 : Untuk tercapainya daya guna dan hasil gu

na. dalam pengelolaan penyertaan modal Da . 0
ereh pada Pihok Ketiga, dapat dibentuk -

_Badan pengalola sebagal aparat pelaksana

yeng membantu Pemerintah Daecrah dalam,-

mengurus, mengendaldikan serta memperkem

bangkan penyertaan modal Daerah dimaksud.

Dengane ..
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Dengan demikian pengelolaan penyertaan Mo

dal Daerah pada Pihak Ketiga dapat diiku

ti perkembangannya secera berkelanjutan,-

dipertanggung jawabkan dengan jelas serta

benar-benar berada dalem satu wadsh dan

satu atap., Oleh kerena ussha~ussha penyer

taan Modal Dacrah pada Pihak Ketiga dimak

sud merupakan kegiatan bisnis, maka pam

pejabat yang ditempatkan pada Badan Penge

lola dimaksud seharusnya yang benar-benar

mampu memehami hal-hal yang berkaitan de

ngan dunia usaha serta tidak merangkap ja

batan lain,

sampal dengan Pasal 16 : Cukup jelas.

——— HK ee—
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